
WALI KOTA MATARAM 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM 
NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA MATARAM 

a. bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan Pasal 315 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 telah sesuai dengan ke tentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih t inggi, kepent ingan u m u m , 
RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD; 

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 
2021 sebagaimana d imaksud h u r u f a, merupakan rencana 
keuangan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan d isetuju i 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan telah 
d i l a k u k a n evaluasi oleh Gubernur ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
T a h u n Anggaran 2 0 2 1 ; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat I I Mataram (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3531); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 44210); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republ ik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 T a h u n 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wak i l Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan U m u m (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5340); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 T a h u n 2007 tentang laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4693); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 T a h u n 2009 tentang Ban tuan 
Keuangan Partai Polit ik (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah d iubah beberapa 
ka l i t e rakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ban tuan Keuangan Kepada 
Partai Polit ik; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Waki l Pemerintah d i Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5107) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Waki l Pemerintah d i Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5209); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
A k u n t a n s i Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adminis t ras i P impinan dan Anggota Dewan 
Perwaki lan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 T a h u n 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah d iubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menter i Da lam Negeri 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 



20. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 32 T a h u n 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan B a n t u a n Sosial yang 
Bersumber Dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaiman telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan 
Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 99 T a h u n 2019 tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 
32 T a h u n 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
B a n t u a n Sosial yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 565); 

2 1 . Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 52 T a h u n 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

22. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 62 t a h u n 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 1067); 

23. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 36 T a h u n 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tert ib Admin is t ras i 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Ban tuan Keuangan Partai Pol i t ik (Berita Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

24. Peraturan Menter i da lam Negeri Nomor 64 T a h u n 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

25. Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram T a h u n 
2019 Nomor 4 Seri E); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM 

dan 

WALI KOTA MATARAM 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 . 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Mataram. 
2. Wali Kota adalah Wal i Kota Mataram. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai u n s u r penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n pemer intahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah lembaga perwaki lan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsu r penyelenggara pemer intahan daerah d i Kota Mataram. 



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis ingkat APBD 
adalah rencana keuangan t ahunan daerah yang d i te tapkan dengan peraturan 
daerah. 

Pasal 2 

APBD terd ir i atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

Pasal 3 

Pendapatan daerah d i rencanakan sebesar Rp 1.421.077.739.337,00 (Satu t r i l i u n 
empat ratus dua p u l u h satu mi lyar t u j u h p u l u h t u j u h j u t a t u j u h ra tus tiga p u l u h 
sembilan r i b u tiga ra tus tiga p u l u h t u j u h rupiah) , yang bersumber dar i : 
a. Pendapatan asli ; 
b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain- la in pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3 h u r u f a 
direncanakan sebesar Rp. 351.788.032.419,00 (Tiga ra tus l ima p u l u h satu 
milyar t u j u h ra tus delapan p u l u h delapan j u t a tiga p u l u h d u a r i b u empat ratus 
sembilan belas rup iah ) , yang terd i r i atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retr ibusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang d i p isahkan; dan 
d. Lain- la in pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a d irencanakan 
sebesar Rp. 139.500.000.000,00 (Seratus tiga p u l u h sembi lan mi lyar l ima ratus 
j u t a rupiah) . 

(3) Retr ibusi daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b d irencanakan 
sebesar Rp. 42.256.300.000,00 (Empat p u l u h dua mi lyar dua ra tus l ima p u l u h 
enam j u t a tiga ra tus r i b u rupiah) . 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang d ip isahkan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) h u r u f c d i rencanakan sebesar Rp. 8.831.732.419,00 (Delapan 
milyar delapan ra tus tiga p u l u h satu j u t a t u j u h ra tus tiga p u l u h dua r i b u empat 
ratus sembilan belas rupiah) . 

(5) Lain- la in pendapatan asl i daerah yang sah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f d d i rencanakan sebesar Rp. 161.200.000.000,00 (Seratus enam p u l u h 
satu mi lyar dua ra tus j u t a rupiah) . 

Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 h u r u f b 
direncanakan sebesar Rp. 1.019.201.406.918,00 (Satu t r i l i u n sembilan belas 
milyar dua ra tus satu j u t a empat ra tus enam r i b u sembi lan ra tus delapan belas 
rupiah) , yang te rd i r i atas: 
a. Pendapatan transfer pemer intah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemer intah pusat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f a d i rencanakan sebesar Rp. 923.090.081.000,00 (Sembilan ratus dua 
p u l u h tiga mi lyar sembi lan p u l u h j u t a delapan p u l u h satu r i b u rupiah) . 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 
direncanakan sebesar Rp. 96.111.325.918,00 (Sembilan p u l u h enam milyar 
seratus sebelas j u t a tiga ra tus dua p u l u h l ima r i b u sembi lan ra tus delapan 
belas rupiah) . 



Pasal 6 

(1) Lain- la in pendapatan daerah yang sah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 
h u r u f c d i rencanakan sebesar Rp. 50.088.300.000,00 (Lima p u l u h mi lyar 
delapan p u l u h delapan j u t a tiga ratus r i b u rupiah) , yang te rd i r i atas: 
a. Pendapatan h ibah ; 
b. Dana darurat ; 
c. Lain- la in pendapatan sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-

undangan; 
(2) Pendapatan h ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a d irencanakan 

sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 
(3) Dana darura t sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b d irencanakan 

sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 
(4) Lain- la in pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c d i rencanakan sebesar Rp. 
50.088.300.000,00 (Lima p u l u h mi lyar delapan p u l u h delapan j u t a tiga ra tus 
r i b u rupiah) . 

Pasal 7 

Anggaran belanja daerah t a h u n anggaran 2021 d i rencanakan sebesar 
Rp. 1.441.077.739.337,00 (Satu t r i l i u n empat ra tus empat p u l u h satu mi lyar t u j u h 
p u l u h t u j u h j u t a t u j u h ratus t iga p u l u h sembilan r i b u t iga ra tus tiga p u l u h t u j u h 
rupiah) , yang terd i r i atas: 
a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja t idak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 h u r u f a 
direncanakan sebesar Rp. 1.190.411.956.750,00 (Satu t r i l i u n seratus sembilan 
p u l u h mi lyar empat ra tus sebelas j u t a sembilan ra tus l ima p u l u h enam r i b u 
t u j u h ratus l ima p u l u h rupiah) , yang terd i r i atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsid i ; 
e. Belanja h ibah ; dan 
f. Belanja ban tuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a d i rencanakan 
sebesar Rp. 572.132.524.186,00 (Lima ratus t u j u h p u l u h d u a mi lyar seratus 
tiga p u l u h dua j u t a l ima ra tus dua p u l u h empat r i b u seratus delapan p u l u h 
enam rupiah) . 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 
direncanakan sebesar Rp. 510.675.471.862,00 (Lima ra tus sepuluh mi lyar enam 
ratus t u j u h p u l u h l ima j u t a empat ratus t u j u h p u l u h satu r i b u delapan ratus 
enam p u l u h dua rupiah) . 

(4) Belanja bunga sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c d irencanakan 
sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 

(5) Belanja subsid i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d d irencanakan 
sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 

(6) Belanja h ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e d irencanakan 
sebesar Rp. 96.186.300.702,00 (Sembilan p u l u h enam mi lyar seratus delapan 
p u l u h enam j u t a t iga ra tus r i b u t u j u h ratus dua rupiah) . 



(7) Belanja ban tuan sosial sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f f 
d irencanakan sebesar Rp. 11.417.660.000,00 (Sebelas mi lyar empat ra tus t u j u h 
belas j u t a enam ra tus enam p u l u h r i b u rupiah) . 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7 h u r u f b 
d irencanakan sebesar Rp. 237.874.432.587,00 (Dua ra tus tiga p u l u h t u j u h 
mi lyar delapan ra tus t u j u h p u l u h empat j u t a empat ra tus t iga p u l u h dua r i b u 
l ima ratus delapan p u l u h t u j u h rupiah) , yang terd i r i atas: 
a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal j a l an , j a r ingan , dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap la innya; dan 
f. Belanja modal aset t idak berwujud. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 
direncanakan sebesar Rp. 22.843.002.547,00 (Dua p u l u h dua mi lyar delapan 
ratus empat p u l u h tiga j u t a dua r i b u l ima ra tus empat p u l u h t u j u h rupiah) . 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 
b d irencanakan sebesar Rp. 93.955.450.182,00 (Sembilan p u l u h tiga mi lyar 
sembilan ra tus l ima p u l u h l ima j u t a empat ra tus l ima p u l u h r i b u seratus 
delapan p u l u h dua rupiah) . 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f c d i rencanakan sebesar Rp. 65.419.293.609,00 (Enam p u l u h l ima mi lyar 
empat ra tus sembi lan belas j u t a dua ratus sembilan p u l u h tiga r i b u enam ratus 
sembilan rupiah) . 

(5) Belanja modal j a l an , j a r ingan , dan ir igasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f d d i rencanakan sebesar Rp. 55.028.789.071,00 (Lima p u l u h l ima mi lyar 
dua p u l u h delapan j u t a t u j u h ratus delapan p u l u h sembilan r i b u t u j u h p u l u h 
satu rupiah) . 

(6) Belanja modal aset tetap la innya sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e 
d irencanakan sebesar Rp. 627.897.178,00 (Enam ratus dua p u l u h t u j u h j u t a 
delapan ratus sembi lan p u l u h t u j u h r i b u seratus t u j u h p u l u h delapan rupiah) . 

(7) Belanja modal aset t idak berwujud sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f f 
d irencanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 

Pasal 10 

Anggaran belanja t idak terduga sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7 h u r u f c 
d irencanakan sebesar Rp. 11.350.000.000,00 (Sebelas mi lyar tiga ratus l ima p u l u h 
j u t a rupiah) , yang te rd i r i atas belanja t idak terduga. 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7 h u r u f d 
direncanakan sebesar Rp. 1.441.350.000,00 (Satu mi lyar empat ra tus empat 
p u l u h satu j u t a tiga ratus l ima p u l u h r i b u rupiah) , yang te rd i r i atas: 
a. Belanja bagi hasi l ; dan 
b. Belanja ban tuan keuangan. 

(2) Belanja bagi has i l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a d irencanakan 
sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 

(3) Belanja ban tuan keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 
direncanakan sebesar Rp. 1.441.350.000,00 (Satu mi lyar empat ratus empat 
p u l u h satu j u t a tiga ra tus l ima p u l u h r i b u rupiah) . 



Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 d i rencanakan sebesar 
Rp. 40.000.000.000,00 (Empat p u l u h mi lyar rupiah) , yang te rd i r i atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13 

(1) Anggaran pener imaan pembiayaan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 12 
h u r u f a d i rencanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga p u l u h mi lyar 
rupiah) , yang te rd i r i atas: 
a. Sisa lebih perh i tungan anggaran t a h u n anggaran sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang d ip isahkan; 
d. Penerimaan p in jaman daerah; 
e. Penerimaan kembal i pemberian p in jaman daerah; dan 
f. Penerimaan pembiayaan la innya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Sisa lebih perh i tungan anggaran t a h u n anggaran sebelumnya sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f a d irencanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 
(Tiga p u l u h mi lyar rupiah) . 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang d ip isahkan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f c d i rencanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 

(5) Penerimaan p in jaman daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d 
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 

(6) Penerimaan kembal i pemberian p in jaman daerah sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f e d i rencanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 

(7) Penerimaan pembiayaan la innya sesuai dengan ke tentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f f 
d irencanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 12 
h u r u f b d i rencanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh mi lyar rupiah) , 
yang terd i r i atas: 
a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran c ic i lan pokok u tang yang j a t u h tempo; 
d. Pemberian p in jaman daerah; dan 
e. Pengeluaran pembiayaan la innya sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan; 
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 

direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh mi lyar rupiah) . 
(4) Pembayaran cic i lan pokok u tang yang j a t u h tempo sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) h u r u f c d i rencanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rup iah) . 
(5) Pemberian p in jaman daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 
(6) Pengeluaran pembiayaan la innya sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e 
d irencanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) . 



Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan ter jadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (20.000.000.000,00) 
(Minus dua p u l u h mi lyar rupiah) . 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua 
p u l u h mi lyar rupiah) . 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darura t te rmasuk keper luan mendesak, Pemerintah Daerah 
dapat me lakukan pengeluaran yang be lum tersedia anggarannya dan/atau 
pengeluaran melebihi pagu yang di tetapkan dalam peraturan daerah i n i , yang 
selanjutnya d imasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah Kota Mataram t a h u n anggaran 2 0 2 1 , dengan tata cara sesuai dengan 
cara ter lebih d a h u l u me lakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 
Penjabaran Perubahan APBD, dan pember i tahuan kepada P impinan DPRD 
selanjutnya d isampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(2) Keadaan darura t sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publ ik . 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya be lum tersedia da lam t a h u n anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada d i luar kendal i Pemerintah Daerah dan 

t idak dapat d ipred iks ikan sebelumnya, serta amanat pera turan perundang-
undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah la innya yang apabila d i tunda akan men imbu lkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 17 

Ura ian lebih lan jut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
d imaksud dalam pasal 2, t e r can tum da lam Lampiran yang merupakan bagian t idak 
terpisahkan dar i Peraturan Daerah Kota Mataram in i t e rd i r i dar i : 
1. Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasi f ikasi M e n u r u t Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
2. Lampiran I I Ringkasan APBD yang Diklasi f ikasi M e n u r u t Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
3. Lampiran I I I R inc ian APBD m e n u r u t Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menuru t Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasi l dan Sub Kegiatan 
Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah U n t u k Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Da lam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran V I Rekapitulasi Belanja U n t u k Pemenuhan SPM; 
7. Lampiran VI I S inkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 



8. Lampiran VI I I S inkronisas i Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan 
PPAS dengan Rancangan APBD; 

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas 
Daerah; 

10. Lampiran X Daftar J u m l a h Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; 
11 . Lampiran X I Daftar P iutang Daerah; 
12. Lampiran XI I Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 
13. Lampiran XI I I Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah dan Aset LainLain; 
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun j a m a k (multy years); 
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 18 

Wal i Kota menetapkan pera turan Wal i Kota Mataram tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 19 

Peraturan daerah i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. 

Di te tapkan d i Mataram 
pada tanggal 30 Itesember 2020 
W A L I K O T A M A ; ^ R A M , 

H. AHYAR ^BDUH 
Diundangkan d i Mata ram 
pada tanggal 30 Desember 2020 
SEKRETARIS DAERA>i KOTA MATARAM, 

V 

H. EFFENDI EKO SASWITO 

LEMI ARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI A 

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA 
BARAT, NOMOR 72 TAHUN 2020. 



12/30/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD 

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Mataram 
Nomor : 7 Tahun 2020 
Tanggal : 30 Desember 2020 

KOTA MATARAM 
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Kode Uraian Jumlah 

4 PENDAPATAN DAERAH 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 351.788.032.419 

4.1.01 Pajak Daerah 139.500.000.000 

4.1.02 Retribusi Daerah 42.256.300.000 

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.831.732.419 

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 161.200.000.000 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.019.201.406.918 

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 923.090.081.000 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 96.111.325.918 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.088.300.000 

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 50.088.300.000 

Jumlah Pendapatan 1.421.077.739.337 

5 BELANJA 

5.1 BELANJA OPERASI 1.190.411.956.750 

5.1.01 Belanja Pegawai 572.132.524.186 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.675.471.862 

5.1.05 Belanja Hibah 96.186.300.702 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 11.417.660.000 

5.2 BELANJA MODAL 237.874.432.587 

5.2.01 Belanja Modal Tanah 22.843.002.547 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.955.450.182 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.419.293.609 

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 55.028.789.071 

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 627.897.178 

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.350.000.000 

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 11.350.000.000 

5.4 BELANJA TRANSFER 1.441.350.000 

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 1.441.350.000 

Jumlah Belanja 1.441.077.739.337 

Total Surplus/(Defisit) (20.000.000.000) 

6 PEMBIAYAAN 

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 30.000.000.000 

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 30.000.000.000 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 30.000.000.000 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000 

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000 

Pembiayaan Netto 20.000.000.000 

https://mataram.sipd.kemendagrl.go.id/daerah/main/budget/lampiran/2021/apbd/1/414/setunlt?rTI8grU@glxaOFJIarAjWjSBJdUjN0w2INNv 1/2 
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12/30/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD 

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Mataram 
Nomor 7 Tahun 2020 
Tanggal : 30 Desember 2020 

KOTA MATARAM 
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Kode Uraian Jumlah 
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 

Wali kota Kota Mataram 

https://mataram.slpd.kemendagri.go.ld/daerah/maln/budget/lamplran/2021/apbd/1/414/setunlt?rTI8grU@glxaOFJIarAjWjSBJdUjN0w2INNv^ 2/2 
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